
PEMILIHAN gubernur  (Pilgub)
Jateng  2018 yang  masih sepi dan adem
ayem tiba-tiba terhentak oleh deklarasi
politik DPC PDIP Kabupaten Kudus
bersama ribuan kader ketika mengaju-
kan Musthofa  sebagai  calon gubernur
periode 2018 ñ 2023 (SM, 27/04/2017),
sebelumnya 10 DPC PKB juga men-
deklarasikan  pencalonan Marwan Jak-
far. Kebekuan dan ketidakpastian seolah
mencair  dan menunjukkan dinamika
baru yang jadi perhatian publik. 

Langkah demikian pantas jadi pela-
jaran bagi parpol lain di Jateng saat ini
untuk menunjukkan eksistensi partai
sebagai agen perekrutan calon
pemimpin. Deklarasi politik yang
bermakna  pernyataan ke publik untuk
pencalonan kepala daerah merupakan
hal wajar dalam politik dan pemilihan
umum. Deklarasi dari Kudus menjadi
pembuka wacana Pilgub karena sesung-
guhnya  parpol dan stakeholder lain
menunggu apa yang menjadi kebijakan
dan langkah PDIP sebagai partai peme-
nang pemilu. 

Deklarasi pencalonan seperti itu
merupakan fenomena baru yang memi-
liki implikasi positif untuk membangun
modernisasi ataupun demokratisasi par-
tai, di antaranya: Pertama, menunjukkan
inovasi dan keberanian menyampaikan
sikap bahwa terdapat kader partai poten-
sial dan berprestasi yang layak dipertim-
bangkan menjadi calon gubernur. Tentu
ini merupakan bagian komunikasi poli-
tik partisipatif yang ditunggu Megawati
Soekarnoputri sebagai upaya mem-
perkuat kebijakan partai. 

Kedua, merupakan upaya memub-
likasikan dan menyosialisasikan kader
potensial untuk menjadi perhatian
bahkan perbincangan publik yang
sedang menimang-nimang figur yang
layak memimpin Jawa Tengah men-
datang. 

Ketiga, deklarasi merupakan salah
satu cara untuk memperoleh respons
sekaligus  akseptabilitas publik terhadap
figur yang bakal diusung partai dalam
kompetisi politik Pilgub. Hal ini

biasanya diukur melalui survei peme-
taan popularitas dan elektabilitas obyetif
dan akuntabel sebagai salah satu pertim-
bangan parpol saat menentukan pasang-
an calon. Keempat, deklarasi juga dapat
dijadikan sarana membangun jaringan
sosial yang menjangkau beragam ele-
men dan kekuatan sosial sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat yang ingin
memperbaiki masa depan daerahnya.
Kelima,  secara institusi kepartaian
merupakan upaya modernisasi kelem-
bagaan karena terdapat  upaya penoko-
han bagi kader potensial, sehingga
secara otomatis menambah stok calon
pemimpin dari partai. 

Keenam, deklarasi pencalonan dari
daerah yang diakomodasi pimpinan par-
tai seperti Ibu Megawati yang memiliki
hak prerogatif memutuskan calon
gubernur, sesungguhnya merupakan
upaya memperkuat kebijakan sentralis-
tik-demokratik . Ketujuh, deklarasi
pencalonan tersebut tak perlu
dikhawatirkan apalagi alergi bagi elite
ataupun calon petahana dengan alasan
akan memecah belah partai. Namun hal
itu justru perlu diapresiasi untuk mem-

bangun loyalitas dan daya tahan  partai
yang  solid, terkendali dan makin
dewasa menghadapi dinamika kader.  

Apalagi seluruh kader partai sudah
menyemuhapakati bahwa keputusan
cagub di tangan ketua umum atau DPP

partai bersangkutan, seperti PDIP dan
PKB.
Komunikasi Politik

Setahun menjelang Pilgub Jateng
diperlukan  intensitas komunikasi di
antara elite politik dan tokoh elemen
masyarakat, untuk menciptakan kepast-
ian sekaligus mendorong partisipasi
pemilih. Mengacu pengertian menurut
Daniel S Bell bahwa komunikasi politik
adalah pembicaraan tentang kepenting-
an politik, yakni kekuasaan, pem-
bicaraan pengaruh dan pembicaraan
otoritas (dlm  Arifin, 2003:28). Berarti
diperlukan komunikasi untuk memba-
ngun consensus, sharing, barganning,
komitmen dan bahkan koalisi  untuk
mendapatkan pasangan cagub dan visi
misi yang hendak direalisasikan dalam
pemerintahannya. Komunikasi politik
ibarat darah yang memperlancar perger-
akan tubuh yakni struktur politik dari
pusat hingga daerah. Oleh karenanya,
pantas diapresiasi apa yang dilakukan
ketua DPD PDIP Jateng menginisiasi
pertemuan elite politik beberapa waktu
lalu, saat membicarakan persiapan
Pilgub merupakan praktik komunikasi
untuk memecahkan kebekuan. 

Adapun langkah komunikasi politik
parpol untuk menyongsong Pilgub 2018
dapat dilakukan sebagaimana pandan-
gan Arifin (2003:45) yakni: (1) mem-
perkuat kepemimpinan politik, artinya
membangun kekuatan pengaruh
pemimpin yang efektif dalam ranah
kepemimpinannya. Hal ini tentu men-
empel kuat pada calon petahana seperti
Ganjar Pranowo, dan publik akan
mengevaluasinya. (2) merawat ketoko-
han, yang dimaksud menjaga kate-
gorisasi kualitas tokoh yang mampu
menghadapi dinamika sosial politik
karena memiliki daya tahan berbasis
ethos, integritas dan kredibilitas. Bisa
jadi  inilah pertimbangan DPC PDIPKu-
dus dengan yakin mendeklarasikan ket-
uanya sebagai cagub. (42) 
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